BAB I
PENUTUP

A.Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan diatas maka kesimpulannya, Jika
melihat dalam perkara nomor 257/Pid.B/2015/PN.Dps tindakan yang dilakukan
seorang dokter gigi tersebut merupakan tindakan tanpa hasil sebagaimana yang
diharapkan (tanpa penyembuhan) dan bisa jadi lebih parah sifat penyakitnya karena
perlakuan medis dokter gigi yang menyalahi standar profesi atau standar pelayanan
maka dokter gigi tersebut dapat dianggap melakukan malapraktik kedokteran.
Tindakan yang dilakukan juga memenuhi ketentuan Pidana seperti kematian atau luka
( Pasal 359 atau 360 KUHP) maka timbul pertanggungjawaban pidana yang wujudnya
bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja tetapi boleh jadi pemidanaan
(strafbaar).
B. Saran
Berdasarkan dari pengkajian yang dilakukan, penulis bermaksud memberikan saran
yang mudah-mudahan dapat bermanfaat yaitu:
Hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa diharapkan lebih
memperhatikan keobjektifan hakim dalam menetukan suatu putusan. Dalam kasus
ini sebenarnya tindakan hakim, menurut saya sudah tepat karena sudah
mempertimbangkan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk

meringankan terdakwa dalam menjalani hukuman. Semoga kedepannya semua
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Hakim di Indonesia dapat menjalankan proses peradilan dengan mengutamakan
penjatuhan hukuman bukan untuk memberikan pembalasan,melainkan lebih
mengutamakan penjatuhan hukuman agar seorang terdakwa sadar akan kesalahan

nya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
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